





1.1 Latar Belakang Masalah 
Kerajaan Arab Saudi adalah negara di Semenanjung Arab yang menganut 
sistem monarki atau kerajaan. Arab Saudi dalam sistem pemerintahannya 
menggunakan hukum syariat Islam, dengan Al-Qur’an dan Hadist sebagai 
landasan hukumnya. Disamping itu, pada tahun 1992 Arab Saudi telah 
menetapkan Basic of Low Governance atau Hukum Dasar Pemerintahan untuk 
mengatur sistem pemerintahannya, serta mengartur hak dan kewajiban warga 
negara dan pemerintah.1 
Dalam Basic of Law Governance Bab 3 Pasal 9, telah dijelaskan bahwa 
seluruh anggota keluarga harus dibesarkan dalam keimanan yang bernafaskan 
islam. Setiap warganya juga memiliki kewajiban untuk setia dan taat kepada 
Tuhan, para nabinya, para pemimpinnya, taat kepada hukum, serta cinta pada 
tanah air. Dengan itu, Arab Saudi mewajibkan warganya untuk menaati 
kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemimpinnya. Karena Arab Saudi adalah 
negara Islam, sistem peradilannya didasarkan pada hukum Islam atau Syariat 
untuk kasus pidana dan perdatanya.2 
                                                          
1 Kedutaan Besar Republik Indonesia Merangkap Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Profil 
Negara Kerajaan Arab Saudi. Diakses dalam https://www.kemlu.go.id/riyadh/id/Pages/Arab-
Saudi.aspx (17/10/2018, 18.46 WIB) 
2 The Embassy of The Kingdom of Saudi Arabia, Basic Law of Governance. Diakses dalam 
https://www.saudiembassy.net/basic-law-
governance#Chapter%20Five:%20Rights%20and%20Duties (17/10/2018, 19.00 WIB) 
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Salah satu kebijakan yang diterapkan dalam Kerajaan Arab Saudi adalah 
larangan mengemudi bagi kaum perempuan. Dengan adanya kebijakan tersebut, 
perempuan di Arab Saudi merasakan praktik diskriminasi pada hak-hak asasinya 
yang seharusnya didapatkan. Selain itu, negara juga memberikan peran yang kecil 
bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam mengembangkan negaranya. Larangan 
mengemudi bagi perempuan di Arab Saudi adalah norma sosial yang ditetapkan 
secara turun-temurun. Kerajaan Arab membatasi perempuan dalam bekerja atau 
bepergian tanpa izin atau didampingi oleh wali laki-lakinya.3 
Tepatnya pada tahun 1957, Kementerian Dalam Negeri Arab  Saudi 
menetapkan aturan larangan mengemudi bagi kaum perempuan, meskipun tidak 
ada undang-undang tertulis mengenai kebijakan tersebut. Meskipun demikian, 
warga negara Arab memiliki kewajiban untuk mengikuti kehendak raja di 
negaranya. Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, sebagai Dewan Senior Ulama 
negara, juga mendukung peraturan larangan mengemudi bagi kaum perempuan 
tersebut. Menurutnya, kebijakan tersebut ditetapkan untuk menghindari fenomena 
kerusakan yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga tidak menyimpang dari 
syariat Islam. Ia berkeyakinan bahwa, jika seorang perempuan atau muslimah 
cenderung rentan dalam pelanggaran syariat Islam, seperti tidak menutup aurat, 
berkendara dengan yang bukan mahramnya, serta muncul sikap membangkang 
pada orang tua atau suami jika diberi kebebasan mengemudi. Selain itu, juga 
untuk menghindari peningkatan angka kecelakaan lalu lintas. Pendapat Raja 
didukung oleh para Ulama di negaranya, yang beranggapan bahwa, suatu 
                                                          
3 Ani Nursalikah dan Cirtra Listya Rini, 2014. Pembatasan Hak Perempuan di Arab Diharapkan 
Ditarik. Diakses dalam https://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-
tengah/14/03/03/n1tlk3-aktivis-arab-tuntut-hak-perempuan (17/10/2018, 19.55 WIB) 
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permasalahan yang merujuk pada hal yang haram, maka hukumnya adalah 
haram.4 
Dalam perkembangannya, kebijakan ini mendapat penentangan dari 
berbagai aktivis perempuan, baik secara konvensional dengan turun ke jalan, 
maupun non-konvensional atau melalui media. Dimulai pada tahun 1990, sekitar 
lebih dari 40 perempuan di Arab Saudi mulai memberanikan diri untuk 
berkampanye menyuarakan haknya dengan mengendarai mobil seorang diri di 
jalan raya di Riyadh. Aksi tersebut merupakan protes pertama kali dari kaum 
perempuan dalam menuntut kesetaraan gender dalam hal mengemudi di Arab 
Saudi.5 
Pada bulan Agustus tahun 2007, aktivis perempuan terkenal yang bernama 
Wajeha al-Huwaider mengajak kaum perempuan untuk menandatangani petisi 
yang diajukan kepada Raja Abdullah. Selain itu, ia juga menjadi pelopor aktivis 
perempuan lainnya untuk melakukan aksi nekat mengendarai kendaraan seorang 
diri dan merekam aksi protes tersebut saat Internasional Women’s Day pada tahun 
2008. Selanjutnya, pada bulan Mei tahun 2011, Manal al-Sharif juga melakukan 
aksi protes dengan nama Women2Drive. Dalam aksi Women2Drive, ia mendesak 
para perempuan untuk merekam dirinya masing-masing saat mengendarai 
kendaraannya dan diposting ke media sosial. Ia ingin menunjukkan bahwa, 
perempuan dapat mengatur kehidupannya sendiri, seperti berbelanja, bekerja, dan 
                                                          
4 Damanhuri Zuhri, 2013. Kenapa Muslimah Arab Saudi Dilarang Menyetir?, diakses dalam 
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/13/11/23/mwplcw-kenapa-muslimah-arab-
saudi-dilarang-menyetir (17/10/2018, 20.23 WIB) 
5 Octavia Nasr, 2008. Saudi woman seeks driving acceptance on YouTube. Diakses dalam 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/meast/03/11/saudi.women.drivers/ (17/10/2018, 20.57 WIB) 
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menjalankan aktivitas lainnya tanpa harus selalu bergantung pada wali laki-laki 
ataupun sopir.6  
Aktivis perempuan yang berjasa lainnya adalah Loujain al-Hathloul. Pada 
bulan Desember tahun 2014, dia mengemudi seorang diri melintasi perbatasan 
Arab Saudi, dan juga merekam kegiatan tersebut untuk disebarkan di media sosial. 
Rekaman tersebut pada akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Atas tindakannya, Ia 
menjalani lebih dari 70 hari di pusat penahanan remaja sebagai hukumannya, dan 
mendokumentasikan banyak pengalamannya di Twitter.7 Pada tahun 2016, 
muncul aktivis-aktivis lainnya seperti Aziza al-Yousef, Eman al-Nafjan, Nouf 
Abdelaziz dan Mayaa al-Zahrani yang juga ikut menyuarakan haknya melalui 
petisi menentang hukum perwalian ketat Arab Saudi dan menulis blog tentang 
hak-hak perempuan terakit larangan perempuan untuk bekerja, bepergian, 
menikah, serta kegiatan-kegiatan lainnya, tanpa perlu izin dari kerabat laki-laki.8 
Pada 26 September 2017, Raja Salman mengeluarkan Dekrit Kerajaan M / 
85 tentang lalu lintas. Dekrit tersebut merupakan instrumen hukum pertama dalam 
sejarah Kerajaan Arab dalam memberikan wanita hak untuk mengemudi. Dekrit 
tersebut berjudul "Royal Order to Adopt the Provisions of the Traffic Law and Its 
Executive Regulation, Including the Issuance of Driving Licenses for Males and 
Females Alike." Dekrit ini diterbitkan dalam surat kabar resmi Arab Saudi dan 
                                                          
6 Siwi Tri Puji B., 2011. Women2Drive, Bentuk 'Pemberontakan' Baru Wanita Arab. Diakses 
dalam https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/06/23/ln7yts-women2drive-
bentuk-pemberontakan-baru-wanita-arabSaudi, (07/11/2018, 23.10 WIB). 
7 BBC, 2018, Saudi Arabia women's driving activists 'targeted in smear campaign'. Diakses dalam 
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-44187840, (04/10/2019, 11.57 WIB). 
8 Anne Barker, 2018, Saudi Arabia's women can now drive — but activists jailed. Diakses dalam 
https://www.abc.net.au/news/2018-06-24/saudi-arabia-women-activists-jailed-as-driving-ban-
ends/9900500 ( 04/10/2019, 11.52 WIB). 
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juga diposting dalam bahasa Inggris di situs resmi Kementerian Dalam Negeri 
Arab Saudi. Isi dekrit tersebut menugaskan Kementerian Dalam Negeri untuk 
mengawasi pelaksanaan ketentuan baru Undang-Undang Lalu Lintas, termasuk 
penerbitan izin mengemudi untuk laki-laki dan perempuan9. 
Dekrit tersebut diperkuat dengan pernyataan Abdallah al-Mouallimi, 
perwakilan Arab Saudi untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di hari yang 
sama, dalam video singkat yang berbunyi, “you maybe interested to know,  there a 
few minutes ago, a Royal Decree has been issued in Saudi Arabia, giving women 
try to drive. This is a historic day for Saudi’s society for men and women and we 
can now see at last.”10  Atas keputusan tersebut, perempuan berusia 18 tahun ke 
atas akan diizinkan untuk mengajukan Surat Izin Mengemudi (SIM),  pendirian 
sekolah mengemudi untuk perempuan di enam kota, serta perempuan yang sudah 
mempunyai SIM luar negeri akan dapat mengajukan permohonan untuk SIM lokal 
melalui proses terpisah, yang juga akan menilai keterampilan mengemudi mereka. 
Dekrit tersebut baru ditetapkan dan dilaksanakan pada 24 Juni 2018 yang lalu.11  
 Pencabutan kebijakan larangan mengemudi ini tidak lepas dari peran 
gerakan perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai Upaya 
Gerakan Perempuan dalam Tuntutan Pencabutan Kebijakan Larangan 
Mengemudi bagi Kaum Perempuan. Penulis menganggap penelitian ini 
                                                          
9 George Sadek, 2017, Saudi Arabia: Royal Decree Allows Women to Be Issued Driving Licenses, 
diakses dalam https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/saudi-arabia-royal-decree-allows-
women-to-be-issued-driving-licenses/, (06/05/2019, 13.06 WIB). 
10 Thomson Reuters, 2017. Women have the right to drive, United Nation, 29 mins. Diakses dalam 
https://www.zawya.com/mena/en/multimedia/video/VIDTR_27092017120832059/, (06/05/2019, 
13.38 WIB). 
11 AFP, 2018, Saudi Arabia on schedule to lift driving ban on women as planned on June 24, 
diakses dalam http://www.arabnews.com/node/1298691/saudi-arabia, (04/10/2019, 12.14 WIB). 
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menarik sebab Arab Saudi merupakan satu-satunya negara di dunia yang 
menganut kebijakan larangan mengemudi bagi kaum perempuan, yang sudah 
ditetapkan lebih dari 60 tahun yang lalu. Sehingga, kebijakan tersebut 
memunculkan gerakan-gerakan aktivis perempuan dalam menuntut pencabutan 
kebijakan tersebut. Dengan dicabutnya kebijakan itu, merupakan pencapaian besar 
dan peristiwa bersejarah bagi kaum perempuan di Arab Saudi. Hal inilah yang 
melatarbelakangi penulis cenderung menekankan upaya gerakan aktivis 
perempuan sebagai penelitian, mengingat perannya yang besar melalui aksi turun 
ke jalan dan membuat petisi-petisi yang memperjuangkan hak perempuan terkait 
diskriminasi dalam mengemudi.  
1.2  Rumusan Masalah 
Dari penjelasan latar belakang di atas, penulis merumuskan suatu 
pertanyaan yaitu “Bagaimana Upaya Gerakan Perempuan di Arab Saudi 
dalam Memperjuangkan Tuntutan Pencabutan Kebijakan Larangan 
Mengemudi bagi Kaum Perempuan?” 
1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1.3.1 Tujuan Penelitian  
Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan utama yakni:  
Untuk mengetahui tentang upaya apa saja yang dilakukan gerakan 
perempuan di Arab Saudi dalam memperjuangkan haknya untuk mengemudi 
tanpa pengawasan dari wali laki-lakinya, serta untuk mengetahui pengaruh upaya 
gerakan perempuan tersebut dalam mempengaruhi pencabutan kebijakan larangan 
mengemudi bagi kaum perempuan di Arab Saudi. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 
1.3.2.1 Manfaat  Akademis 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi terkait peran 
Civil Society dalam mempengaruhi perubahan kebijakan yang mendukung hak 
perempuan dan menjadi rujukan akademis dalam membuat penelitian selanjutnya 
serta menambah kajian baru mengenai civil society dan women rights. 
1.3.2.2 Manfaat Praktis  
 Penelitian ini diharapkan memberi kesadaran kepada akademisi dan 
peneliti yang ingin melanjutkan penelitian serupa bahwa perubahan kebijakan 
tidak hanya dilatarbelakangi oleh faktor dari luar negeri, melainkan juga tekanan 
dari dalam negeri, serta diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi 
masyarakat umum, mengenai banyaknya upaya aktivis perempuan yang 
memperjuangkan haknya dalam mengemudi, yang nantinya diharapkan dapat 
menjadi acuan bagi perempuan di dunia agar berani memperjuangkan haknya. 
1.4  Penelitian Terdahulu 
Penelitian pertama yaitu dari jurnal oleh Najamuddin Khairur Rijal dan 
Rizka Zahrotun Khoirina dengan judul “The Roles of Civil Society to Changing 
of Women Driving Policy In Saudi Arabia: The Case of Women2Drive 
Campaign”.12 Dalam tulisannya dijelaskan bahwa gerakan aktivis perempuan di 
Arab Saudi terutama Women2Drive, mempunyai pengaruh yang besar dalam 
mempengaruhi perubahan kebijakan larangan mengemudi bagi kaum perempuan. 
                                                          
12 Najamuddin Khairur Rijal and Rizka Zahrotun Khoirina. The Roles of Civil Society to 
Changing of Women Driving Policy In Saudi Arabia: The Case of Women2Drive Campaign. 
Islamic World and Politics, Vol, 3, No, 1 (January-June 2019), Yogyakarta: Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta. hal. 442-444. 
 8 
 
Melalui kampanye tersebut, aktivis perempuan menuntut penghapusan kebijakan 
larangan mengemudi yang dianggap melanggar hak asasi manusia, terutama hak 
asasi perempuan. Atas usahanya melalui aksi protes, demokrasi secara langsung 
dan penyebaran video melalui media sosial, aksi tersebut mendapat dukungan dari 
domestik maupun global sehingga, kebijakan tersebut akhirnya dicabut dan 
menjadi pencapaian besar atas usaha aktivis perempuan di Arab Saudi. 
Persamaan yang ditemukan penulis adalah topik yang dibahas sama 
dengan penelitian penulis. Selain itu konsep yang digunakan juga sama, yakni 
konsep civil society. Perbedaannya terletak pada spesifikasi topik, topik yang 
dibahas penulis lebih luas dengan membahas mengenai beberapa tokoh aktivis 
perempuan dan beberapa upaya yang dilakukan aktivis perempuan yang tidak 
dibahas pada jurnal tersebut. 
Penelitian kedua yaitu dari skripsi milik Ana Widiawati yang berjudul 
“Strategi Gerakan Solidaritas Women’s March Indonesia dalam Mengubah 
Kebijakan Perundang-Undangan terkait Hak-Hak Perempuan Tahun 2018 
(Studi Kasus Gerakan di Jakarta dan Yogyakarta)”.13 Menggunakan jenis 
penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan konsep Gerakan 
Sosial dan Perlawanan sebagai Strategi Gerakan Sosial. Dalam skripsi Ana 
Widiawati dijabarkan mengenai upaya gerakan perempuan Womens’s March 
Indonesia untuk mengubah kebijakan perundang-undangan di Indonesia yang 
dapat mengancam hak-hak perempuan, yakni dilakukan dengan cara kampanye, 
                                                          
13 Ana Widiawati, 2018, Strategi Gerakan Solidaritas Women’s March Indonesia dalam 
Mengubah Kebijakan Perundang-Undangan terkait Hak-Hak Perempuan Tahun 2018 (Studi 




repertoar gerakan sosial, dan Worthiness, Unity, numbers and Commitment 
Display (WUNC Display). Tipe penelitian dalam skripsi Ana Widiawati yaitu 
deskriptif dengan cara wawancara dan dokumentasi. 
Disini penulis menemukan persamaan mengenai bagaimana gerakan 
perempuan berupaya agar pemerintah merubah kebijakan-kebijakan yang 
mengedepankan hak-hak perempuan. Selain itu, gerakan perempuan yang 
digunakan juga tidak terkait dengan pemerintah. Perbedaannya, geakan 
perempuan yang dibahas penulis lebih kepada upaya aktivis perempuan secara 
individu, sedangkan dalam skripsi milik Ana melalui upaya Women’s March yang 
dilakukan secara beramai-ramai. Namun, keduanya memiliki peran yang penting 
dalam mempengaruhi perubahan kebijakan pemerintah dalam memperjuangkan 
hak-hak perempuan. 
Penelitian yang ketiga adalah skripsi dari Dian Eka Pratiwi dengan judul 
“The National American Women Suffrage Association (NAWSA); Perjuangan 
dan Arti Pentingnya Sebagai Organisasi Perempuan Pembaharu dalam 
Meraih Hak Pilih Perempuan Amerika Tahun 1890 -1920”.14 Penelitian ini 
menggunakan metode library research dengan pendekatan historis dan 
menggunakan teori feminis liberal. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa 
perempuan di Amerika tersubordinat dalam lingkungan sosial politik. Mereka 
terbatas peran dan fungsinya dalam masyarakat. Hal tersebut dikarenakan nilai- 
persepsi masyarakat tentang perempuan sebagai makhluk sekunder dan tidak 
                                                          
14 Dian Eka Pratiwi, 2006, The National American Women Suffrage Association (NAWSA); 
Perjuangan dan Arti Pentingnya Sebagai Organisasi Perem-puan Pembaharu dalam Meraih Hak 
Pilih Perempuan Amerika Tahun 1890 -1920.  Skripsi, Malang, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu 
Sosial-Universitas Negeri Malang. 
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kompeten secara intelektual dan emosional terlibat dalam politik, termasuk hak 
untuk memilih. Kemudian terbentuk organisasi NAWSA pada tahun 1890-1920. 
Organisasi tersebut berhasil memperjuangkan hak pilih perempuan dalam waktu 
30 tahun, dan 25 tahun berkampanye keliling ke negara-negara bagian. Hak pilih 
perempuan dikeluarkan dalam Amandemen ke-19 pada 26 Agustus 1920. 
Persamaan yang ditemukan penulis dalam skripsi Dian adalah upaya 
organisasi gerakan perempuan dalam menyuarakan haknya dengan turun ke jalan. 
Perbedaannya terdapat pada gerakan perempuan yang terbentuk akibat latar 
belakang perjuangan hak perempuan, dalam mengimplementasikan salah satu 
nilai demokrasi di negaranya, yakni hak pilih perempuan dalam pemilihan umum 
di Amerika.  
Penelitian keempat adalah skripsi dari Esti Syachrotunnisa dengan judul 
“Gerakan feminisme di Amerika Serikat 1920-1990: Perjuangan Hak-Hak 
Perempuan”.15 Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis faktual dan 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi dan pendekatan politik, 
serta model penulisan deskriptif analitis. Dalam skripsi Esri, dibahas mengenai 
gerakan perempuan Amerika termotivasi dari para perempuan intelektual yang 
memperjuangkan hak-haknya dan menghapus sistem patriarkal dengan 
membentuk gerakan perubahan atas nama perempuan. Upaya-upayanya adalah 
membentuk gerakan sosial politik dan diplomasi, mengeyam pendidikan dan 
bekerja dalam semua bidang. Dengan demikian perempuan dapat 
memperjuangkan haknya dengan mendapat perlindungan undang-undang, menjadi 
                                                          
15 Esri Syachrotunnisa, 2016, Gerakan feminisme di Amerika Serikat 1920-1990: Perjuangan Hak-
Hak Perempuan. Skripsi, Yogyakarta, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma. 
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perempuan yang maju dalam bidang pendidikan dan mendapat upah serta jam 
kerja yang setara dengan laki-laki. 
Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini dengan penelitian penulis 
adalah upaya-upaya yang dilakukan perempuan secara individu untuk 
memperjuangkan haknya. Namun, terdapat beberapa perbedaan seperti tujuan 
yang dibentuk atas upaya perjuangan haknya, perempuan Amerika ingin haknya 
setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi dan sosial, 
serta menghapuskan sistem patriarkal. Selain itu, upaya yang dilakukan bukan 
seperti kegiatan turun ke jalan, melainkan dengan melakukan kegiatan untuk 
meyakinkan masyarakat luas bahwa perempuan dapat mengerjakan kegiatan yang 
sama dengan laki-laki diberbagai bidang. 
Penelitian kelima adalah skripsi dari Galuh Octania Permatasari dengan 
judul “Advokasi Gerakan Perempuan dalam Mewujudkan Keadilan Gender 
di Finlandia Studi Kasus: 2000-2012”.16 Konsep yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah konsep Keadilan Gender dan Model Advokasi Segitiga 
Koordinasi. Dalam penelitiannya, dijelaskan bahwa di Finlandia pernah terjadi 
ketidakadilan dalam sektor ekonomi, politik, sosial dan dalam hal kekerasan. 
Gerakan tersebut saling bekerja sama untuk mempengaruhi pemerintah, salah satu 
pencapaian pertamanya adalah perempuan mendapatkan hak memilih dan dipilih 
pada tahun 1906. Hak perempuan ini tentunya berhasil diperoleh karena adanya 
keprihatinan yang sama dari gerakan perempuan dalam negeri. Advokasi gerakan 
perempuan juga berimbas kepada kebijakan negara sebagai implikasi perwujudan 
                                                          
16 Galuh Octania Permatasari, 2017, Advokasi Gerakan Perempuan dalam Mewujudkan Keadilan 
Gender di Finlandia Studi Kasus: 2000-2012, Skripsi Jurusan Hubungan Internasional, FISIP-
Univesitas Muhammadiyah  Yogyakarta. 
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keadilan gender, seperti adanya Act on Equality between Women and Men di 
Finlandia pada tahun 1987 di mana undang-undang ini berisi kebijakan-kebijakan 
yang adil gender di segala bidang.  
Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah gerakan 
perempuan yang memperjuangkan persamaan hak laki-laki dan perempuan serta 
tujuan dari geakan perempuan tersebut adalah untuk mengadvokasi kebijakan 
pemerintah. Perbedaannya terletak pada fokus kesetaraan gender yang diangkat 
terdiri dari berbagai bidang dan konsep yang digunakan untuk menganalisa topik 
juga berbeda. 
Penelitian keenam adalah skripsi dari Okta Pratiwi Fatma dengan judul 
“Analisis Gerakan Sosial Perempuan Pasca Invasi Amerika Serikat di Irak 
Tahun 2003-2005”.17 Penelitian ini menggunakan metodologi feminis yang dekat 
dengan metode kualitatif dan menggunakan perspektif feminisme liberal untuk 
melihat proses serta tujuan dari gerakan sosial perempuan, konsep Keamanan 
dalam perspektif feminisme, serta teori Gerakan Sosial. Dalam penelitiannya 
dijelaskan bahwa, pasca invasi Amerika di Irak menimbulkan ketakutan bagi 
kaum perempuan terkait tindak kejahatan yang meningkat, seperti pencurian, 
pembunuhan, pemerkosaan, dan penculikan. Perempuan pada masa itu 
dimanfaatkan kelemahannya untuk diperjualbelikan secara paksa. Atas latar 
belakang tersebut, terbentuk organisasi-organisasi gerakan perempuan seperti 
National Council of Women (NCW), the Iraqi Women’s Higher Council (IWHC), 
the Iraqi Independent Women’s Group, serta Society for Iraqi Women for the 
                                                          
17 Okta Pratiwi Fatma, 2016, Analisis Gerakan Sosial Perempuan Pascainvasi Amerika Serikat di 




Future. Tujuannya adalah melakukan upaya untuk membentuk regulasi dalam 
menjamin hak asasi perempuan.  
Persamaan yang ditemukan penulis adalah gerakan-gerakan perempuan 
yang dibentuk untuk memicu pemerintah dalam memuat hak perempuan dalam 
konstitusi baru. Perbedaannya terletak pada gerakan-gerakan perempuan yang 
terbentuk dalam beberapa organisasi. Selain itu, latar belakang yang membentuk 
organisasi tersebut didasari oleh pengaruh dari luar, yakni pascainvasi dari 
Amerika yang menyebabkan kerusakan di Irak dan menimbulkan ketidaksetaraan 
hak bagi perempuan.  
Penelitian ketujuh adalah penelitian oleh Nony Natadia Ernel dengan judul 
“Gerakan Sosial Perempuan dalam Isu Kekerasan Seksual yang Terjadi di 
Indonesia dan India”.18 Penelitian ini menggunakan konsep Kekerasan Seksual, 
Gerakan Sosial dan Pendekatan Fungsional Struktural. Dalam tulisannya, Nony 
menemukan bahwa, di Indonesia dan India masih lemah dalam perlindungannya 
kepada perempuan. Di Indonesia maupun di India, masih terdapat banyak kasus 
kekerasan yang dilakukan kepada perempuan, termasuk kekerasan fisik dan 
seksual. Di India terdapat beberapa gerakan perempuan seperti Jagmati Sangwan 
dan Geng Gulabi, sedangkan di Indonesia adalah Gerakan Wanita Indonesia 
(Gerwani), Yayasan Perempuan Mardika (Jakarta), PPSW (Pusat Pengembangan 
Sumberdaya Wanita, Jakarta, APIK (Asosiasi Perempuan untuk Keadilan, 
Jakarta), LSPPA (Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak, 
                                                          
18 Nony Natadia Ernel, 2018, Gerakan Sosial Perempuan dalam Isu Kekerasan Seksual yang 
Terjadi di Indonesia dan India, diakses dalam 
https://www.researchgate.net/publication/322924923_GERAKAN_SOSIAL_PEREMPUAN_DA
LAM_ISU_KEKERASAN_SEKSUAL_YANG_TERJADI_DI_INDONESIA_DAN_INDIA, 
(4/10/2019, 17.44 WIB). 
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Yogyakarta, Rifka Anisa Yogyakarta) dan masih banyak lagi. Gerakan-gerakan 
tersebut muncul akibat dilatarbelakangi oleh faktor yang sama, yakni 
memperjuangkan hak-hak wanita agar terhindar dari kekerasan. 
Persamaan yang penulis temukan adalah gerakan-gerakan perempuan yang 
memperjuangkan haknya di negaranya sendiri. Perbedaannya terletak pada latar 
belakang terbentuknya gerakan-gerakan tersebut, yakni dikarenakan kekerasan 
fisik dan seksual yang terjadi pada sejumlah perempuan di negaranya. Gerakan  
perempuan yang muncul akibat kekerasan pada perempuan lebih banyak dan 
beragam, berbeda dengan gerakan perempuan yang muncul akibat topik yang 
dibahas penulis yang jumlahnya lebih sedikit. 
Penelitian kedelapan adalah working paper yang ditulis oleh Hamidah 
dengan judul “Gerakan Tahrirul Mar’ah dan Feminisme (Studi terhadap 
Kesetaraan Gender dalam Islam”.19 Dalam papernya, dijelaskan bahwa budaya 
patriarki cenderung meletakkan perempuan dalam subordinasi dan dominasi laki-
laki dalam keluarga dan masyarakat semakin tidak dapat dipertahankan sebagai 
sebuah tradisi atau norma. Ia menekankan bahwa peran perempuan dalam sektor 
publik, sosial, ekonomi dan potitik tidak dapat dihindari dan bahkan menjadi 
sebuah keharusan. Dalam Gerakan Tahrirul Mar’ah, terdapat banyak aktivis 
perempuan yang menyerukan bahwa manusia diciptakan dalam dua jenis, yakni 
perempuan dan laki-laki, tidak untuk salah satu dari keduanya. Maka dari itu, para 
aktivis mengajak perempuan di Mesir untuk ikut serta secara aktif dalam 
                                                          
19 Hamidah, 2011, Gerakan Tahrirul Mar’ah dan Feminisme (Studi terhadap Kesetaraan Gender 
dalam Islam, Wardah: No. 22/ Th. XXII/Juni 2011, Palembang: IAIN Raden Fatah Palembang, 




organisasi, lebih kompeten dalam ilmu pengetahuan dan berani menyuarakan 
pendapatnya. 
Persamaan yang penulis temukan dari penelitian ini adalah upaya-upaya 
yang dilakukan gerakan perempuan dalam memperjuangkan haknya, yang mana 
terhalang oleh ideologi yang menganut nilai-nilai syariat Islam. Perbedaannya 
terletak pada fokusnya yang lebih luas, yakni perjuangan hak persamaan 
perempuan dan laki-laki di semua bidang, termasuk politik, pendidikan dan 
ekonomi. Selain itu, beberapa pencetus dari Gerakan Tahrirul Mar’ah ini pernah 
belajar di Eropa, sehingga ada nilai-nilai dari luar yang mempengaruhi 
pembentukan gerakan feminisme tersebut. 
Penelitian kesembilan adalah jurnal dari Gebi Purnama Sugesti dengan 
judul “Pengaruh Feminisme Terhadap Kebijakan Luar Negeri Islandia (2008-
2013)”.20 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis 
eksplanatif. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa paham feminisme telah 
memengaruhi kehidupan sosial dan politik di Islandia, terutama dalam kesetaraan 
gender. Di Islandia, perempuan banyak memasuki bidang politik untuk menutup 
kesenjangan gender. Bahkan perempuan mengajukan diri menjadi presiden dan 
perdana menteri, kementerian luar negeri dan lembaga pemerintah yang lainnya. 
Dengan majunya pemikiran feminisme di Islandia, mempengaruhi kebijakan 
dalam negeri maupun kebijakan luar negeri, yang sebagian besar berisikan 
mengenai kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai 
bidang. 
                                                          
20 Gebi Purnama Sugesti, 2015, Pengaruh Feminisme Terhadap Kebijakan Luar Negeri Islandia 
(2008-2013), Jom FISIP, Volume.2, No. 1, Riau: Universitas Riau, hal 7. 
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Persamaan yang ditemukan oleh penulis adalah upaya yang dilakukan 
perempuan untuk memperjuangkan haknya, upaya tersebut juga mempengaruhi 
kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Sedangkan perbedaan yang 
ditemukan adalah upaya-upaya perempuan tersebut lebih menekankan dalam 
upaya perempuan yang mendominasi pekerjaan di bidang politik. 
Dari kesembilan penelitian di atas terdapat beberapa kemiripan dengan 
penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, yaitu upaya gerakan perempuan yang 
memeprjuangkan hak-haknya melalui cara menyuarakan pendapat dan turun ke 
jalan yang nantinya dapat membantu penulis dalam penelitian. 
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian 
sebelumnya yaitu yang pertama meneliti tentang upaya gerakan perempuan 
Womens’s March Indonesia untuk mengubah kebijakan perundang-undangan di 
Indonesia yang dapat mengancam hak-hak perempuan, kedua upaya Sujatin 
Kartowijono yakni dengan cara yang berbeda, bukan dengan turun ke jalan 
ataupun melakukan aksi protes, namun dengan cara berorganisasi, bekerja di 
bidang pendidikan dan pemerintahan, serta menungkan gagasannya melalui 
majalah, ketiga adalah upaya aktivis perempuan aktivis dalam memperjuangkan 
hak-hak normatif terkait buruh perempuan di perusahaan, dan penelitian lainnya. 
Sedangkan, penulis meneliti upaya perempuan dalam memeperjuangkan haknya 
secara spesifik untuk memperjuangkan haknya dalam mengemudi di Arab Saudi, 




Tabel 1.1 Posisi Penelitian21 








1.  Working Paper 
 




Driving Policy In 















perempuan di Arab Saudi 
seperti protes, demokrasi 
secara langsung dan 
beberapa kampanye, 
terutama Women2Drive 




mengemudi bagi kaum 
perempuan. Kegiatan 
tersebut juga sangat terbantu 
oleh media sosial berupa 
Youtube, Facebook dan 
Twitter yang berperan 
sebagai perantara agar 
mendapat dukungan yang 
lebih besar dari domestik 
maupun global. 
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Womens’s March Indonesia 
berupaya untuk mengubah 
kebijakan perundang-
undangan di Indonesia yang 
dapat mengancam hak-hak 
perempuan, yakni dilakukan 
dengan cara kampanye, 
repertoar gerakan sosial, dan 
Worthiness, Unity, numbers 
and Commitment Display 
(WUNC Display). 
                                                          






















Oleh :  






Perempuan di Amerika 
tersubordinat dalam 
lingkungan sosial politik. 
Hal tersebut dikarenakan 
nilai persepsi masyarakat 
tentang perempuan sebagai 
makhluk sekunder dan tidak 
kompeten secara intelektual 
dan emosional terlibat 
dalam politik, termasuk hak 
untuk memilih. Kemudian 
terbentuk organisasi 
National American Woman 
Suffrage Association 
(NAWSA), yang berhasil 
memperjuangkan hak pilih 
perempuan dalam waktu 30 
tahun, dengan 25 tahun 
berkampanye keliling ke 
negara-negara bagian. Hak 
pilih perempuan 
dikeluarkan dalam 
Amandemen ke-19 pada 26 
Agustus 1920. 














Teori Peranan dan 
Konsep INGO 
Gerakan perempuan di 
Amerika tahun 1920-1990 
termotivasi dari para 
perempuan intelektual yang 
memperjuangkan hak-
haknya dan menghapus 
sistem patriarkal dengan 
membentuk gerakan 
perubahan atas nama 
perempuan. Upaya-
upayanya adalah 
membentuk gerakan sosial 
politik dan diplomasi, 
mengeyam pendidikan dan 




undang dan menjadi 
perempuan yang maju 
dalam bidang pendidikan, 
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serta mendapat upah dan 
jam kerja yang setara 
dengan laki-laki. 





















Ketidakadilan di Finlandia 
terjadi dalam sektor 
ekonomi, politik, sosial dan 
dalam hal kekerasan. 
Gerakan perempuan saling 
bekerja sama untuk 
mempengaruhi pemerintah, 
advokasi gerakan 
perempuan juga berimbas 
kepada kebijakan negara 
sebagai implikasi 
perwujudan keadilan 
gender, seperti adanya Act 
on Equality between 
Women and Men di 
Finlandia pada tahun 1987 
di mana undang-undang ini 
berisi kebijakan-kebijakan 
yang adil gender di segala 
bidang. 




















Pasca invasi Amerika di 
Irak menimbulkan 
ketakutan bagi kaum 
perempuan terkait tindak 
kejahatan yang meningkat, 
seperti pencurian, 
pembunuhan, pemerkosaan, 
dan penculikan. Atas latar 
belakang tersebut, terbentuk 
organisasi-organisasi 
gerakan perempuan seperti 
National Council of Women 
(NCW), the Iraqi Women’s 
Higher Council (IWHC), 
the Iraqi Independent 
Women’s Group, serta 
Society for Iraqi Women for 
the Future. Tujuannya 
adalah melakukan upaya 
untuk membentuk regulasi 
























Di Indonesia maupun di 
India, masih terdapat 
banyak kasus kekerasan 
yang dilakukan kepada 
perempuan, termasuk 
kekerasan fisik dan seksual. 
Di India terdapat beberapa 
gerakan perempuan seperti 
Jagmati Sangwan dan Geng 
Gulabi, sedangkan di 




(Jakarta), PPSW (Pusat 
Pengembangan Sumberdaya 
Wanita, yang muncul 
karena memperjuangkan 
hak-hak perempuan agar 
terhindar dari kekerasan. 
















Dalam Gerakan Tahrirul 
Mar’ah, terdapat banyak 
aktivis perempuan yang 
menyerukan bahwa manusia 
diciptakan dalam dua jenis, 
yakni perempuan dan laki-
laki, tidak untuk salah satu 
dari keduanya. Maka dari 
itu, para aktivis mengajak 
perempuan di Mesir untuk 
ikut serta secara aktif dalam 
organisasi, lebih kompeten 
dalam ilmu pengetahuan, 
ekonomi, sosial dan politik, 
serta berani menyuarakan 
pendapatnya. 














bidang politik untuk 
menutup kesenjangan 
gender. Perempuan 
mengajukan diri menjadi 
presiden dan perdana 
menteri, kementerian luar 
negeri dan lembaga 
pemerintah yang lainnya. 
Dengan majunya pemikiran 
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feminisme di Islandia, 
mempengaruhi kebijakan 
dalam negeri maupun 
kebijakan luar negeri, yang 
sebagian besar berisikan 
mengenai kesetaraan gender 
antara perempuan dan laki-
laki dalam berbagai bidang. 




















Arab Saudi adalah satu-
satunya negara di dunia 
yang menerapkan kebijakan 
larangan mengemudi bagi 
kaum perempuan. 
Kebijakan tersebut dianggap 
sebagai perlakukan 




aktivis perempuan untuk 
menuntut kebijakan 
tersebut. Upaya gerakan 
perempuan di Arab Saudi 
dalam menuntut pencabutan 
kebijakan larangan 
mengemudi sesuai dengan 
peran civil society 
Watchdog, Advocate, 
Representative, Citizenship 
Champion dan Solidarity 
Supporter. Upaya yang 
dilakukan adalah dengan 
demokrasi, penyebaran 
video melalui media sosial 
dan pengadaan petisi untuk 
pemerintah. Pencabutan 
kebijakan di sahkan pada 
tanggal 24 Juni 2018 yang 
lalu. 
 
1.5 Landasan Konseptual 
Untuk menunjang dan mempermudah peneliti dalam melakukan 
penelitian, maka dapat diuraikan teori atau konsep yang relevan dengan penelitian 
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yang terkait. Penulis menggunakan Konsep Civil Society, konsep tersebut 
dianggap relevan dan mampu menjelaskan serta memperkuat proses penelitian 
terkait dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan mengenai upaya 
gerakan perempuan di Arab Saudi dalam memperjuangkan tuntutan pencabutan 
kebijakan larangan mengemudi bagi kaum perempuan.  
1.5.1  Konsep Civil Society  
Civil Society adalah gabungan dari beberapa pemikiran tokoh barat, yang 
berlangsung sangat panjang. Civil Society sendiri sudah lahir dari masa Yunani 
Kuno dan berkembang dari waktu ke waktu dengan pemikiran dari tokoh yang 
terkenal seperti, Aristoteles, Thomas Hobbes, John Locke, Gramsci dan Alexis de 
Tocqueville. Menurut Gramsci,22 pengertian civil society  adalah sebagai momen 
hegemoni di luar negara, karena menurutnya selalu terbuka kemungkinan counter 
hegemony dari kekuatan di luar negara melalui apa yang disebut sebagai 
contradictionary consciousness yang membuka peluang bagi perlawanan atasnya.  
Sedangkan menurut Tocqueville,23 civil society dianggap sebagai 
penyeimbang Negara. Civil society memiliki kekuatan yang politis yang dapat 
mengekang atau mengontrol kekuatan intervensi negara. Civil society dimengerti 
sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dengan ciri kesukarelaan, 
keswasembadaan, keswadayaan, dan kemandirian berhadapan dengan negara. 
Sedangkan menurut Salvador Giner,24 civil society adalah bidang yang secara 
historis berkembang dari kebebasan hak individu dan asosiasi sukarela yang 
                                                          
22 Nurudin dan Arief Hidayatullah, 2011, Demokrasi, Civil Societ & Globalisasi, Yogyakarta: 
Mata Padi Pressindo, hal. 107. 
23 Ibid., hal. 108. 
24 John A. Hall, 1996, Civil Society: Theory History Comparison, 1996, USA: Blackwell 
Publishers, hal. 304.  
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persaingannya secara politis tidak terganggu satu sama lain dalam mengejar 
keprihatinan, kepentingan, preferensi dan niat masing-masing yang saling 
bersaing dan dijamin oleh sebuah lembaga publik, yaitu negara. Civil society  
dewasa menunjukkan sedikitya ada lima dimensi utama; individualisme, privasi, 
pasar, pluralisme dan kelas. 
Dari diskursus konsep tersebut, civil society adalah sebagai institusi atau 
kelompok sosial masyarakat yang terorganisir secara swadaya, sukarela dan 
mandiri. Selain itu, civil society dalam pengertian tatanan nilai-nilai dalam suatu 
masyarakat yang meliputi; keterikatan dan kepatuhan terhadap norma dan hukum, 
toleransi dan penghargaan terhadap pluralisme, solidaritas, egalitarianisme, 
kebebasan, pertisipasi dan kemandirian. Civil society juga dapat diartikan sebagai 
suatu organisasi yang tidak terikat dengan pemerintah namun memiliki kekuatan 
yang dapat mempengaruhi pemerintahan dan membuat suatu gerakan sosial.25 
Menurut Klaus Schwab,26 pendiri dan kepala eksekutif World Economic 
Forum, peran civil society dibagi menjadi sepuluh, yakni:  
 
Tabel 1.2 Peran Civil Society27 
NO Peran Civil Society Penjelasan 
1. Watchdog Mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah, 
mempromosikan transparansi dan 
akuntabilitas atau kewajiban 
pertanggungjawaban yang harus dicapai. 
                                                          
25 Nurudin dan Arief Hidayatullah. Op. Cit., hal. 108. 
26 Klaus Schwab, 2013, The Future Role of Civil Society, Swiss: World Economic Forum, hal. 9. 
Diakses dalam http://www3.weforum.org/docs/WEF_FutureRoleCivilSociety_Report_2013.pdf, 
(4/10/2019, 18.29 WIB) 
27 Diolah dari Ibid. 
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2. Advocate Upaya untuk meningkatkan kesadaran akan 
masalah dan tantangan sosial, serta 
mengadvokasi perubahan. 
3. Service Provider Memberikan layanan untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, 
kesehatan, makanan dan keamanan, 
menerapkan manajemen bencana, 
kesiapsiagaan dan tanggap darurat. 
4. Expert Membawa pengetahuan dan pengalaman yang 
unik untuk membentuk kebijakan dan strategi, 
serta  mengidentifikasi dan membangun 
solusi. 
5. Capacity Builder Memberikan pendidikan, pelatihan dan 
pengembangan kapasitas di berbagai bidang. 
6. Incubator Mengembangkan solusi seperti memberikan 
layanan kepada aktor masyarakat sipil, 
termasuk pelatihan peningkatan kapasitas, 
penggalangan dana, dukungan informasi, dan 
panduan pembentukan jaringan. 
7. Representative Peran untuk memberi kekuatan pada suara 
yang terpinggirkan atau kurang terwakili. 
8. Citizenship Champion Upaya untuk mendorong keterlibatan warga 
negara dan mendukung hak-hak warga negara. 
9. Solidarity Supporter Mempromosikan nilai-nilai fundamental dan 
universal. 
10. Definer of Standart Menciptakan norma yang membentuk 
aktivitas pasar dan negara. 
 
Dari kesepuluh peran civil society yang disebutkan di atas, peran yang 
sesuai dengan tema penulis adalah Watchdog, Advocate, Representative dan 
Citizenship Champion. Penulis melihat bahwa, keeempat peran tersebut selaras 
dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh gerakan perempuan Arab Saudi yang 
ingin memperjuangkan haknya dalam pencabutan kebijakan larangan mengemudi 
bagi kaum perempuan. 
Lebih lanjut, dalam hubungan internasional, civil society dapat diartikan 
sebagai kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, gerakan sosial, serikat 
pekerja, kelompok adat, organisasi amal, organisasi berbasis agama, akademisi, 
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kelompok pemikir dan pusat penelitian, yayasan dan lain-lain. Civil society dalam 
urusan internasional menjadi semakin relevan. Mereka telah memainkan peran 
dalam penetapan agenda, pembuatan hukum internasional dan diplomasi. Selain 
itu, mereka juga terlibat dalam implementasi dan pemantauan sejumlah isu global 
yang krusial atau mendesak. Mulai dari perdagangan, pembangunan dan 
pengurangan kemiskinan, hingga hak asasi manusia.28  
Dalam kaitannya dengan topik penulis, banyak warga negara lain 
khususnya perempuan, mendukung upaya gerakan perempuan Arab Saudi dalam 
melakukan aksi penuntutan pencabutan kebijakan larangan mengemudi. 
Contohnya ketika aktivis perempuan bernama Eman al-Nafjan membagikan foto 
dirinya dan temannya ditangkap polisi karena mengendarai kendaraan di Twitter, 
ia mendapat sejumlah komentar dukungan dari perempuan di negara lain. Salah 
satu contohnya adalah komentar dari akun bernama Eva Ludemann, “hope you 
are ok and safe.”29 Contoh lainnya adalah ketika Manal al-Sharif melakukan aksi 
Women2Drive, dalam video postingannya ia juga mendapat dukungan dari 
perempuan di negara lain berupa komentar, seperti komentar dari akun bernama 
Stefka Vodenik,  “good luck Manal Al Sharif, peace and freedom all Arabian 
woman!”30 
Tidak hanya dukungan dari perempuan, banyak juga komentar dukungan 
pria dari berbagai negara. Dukungan-dukungan tersebut menunjukkan 
                                                          
28 Raffaele Marchetti, 2016, Global Civil Society. Diakses dalam https://www.e-
ir.info/2016/12/28/global-civil-society/, (4/05/2019, 03.00 WIB). 
29 Eman AlNafjan (@Saudiwoman), Twitter post, 10 Oktober 2013, 8.33 pm. Diakses dalam 
https://mobile.twitter.com/Saudiwoman, (06/05/2019, 23.00 WIB). 
30 The Economist. “Driving was illegal for women in Saudi Arabia, but Manal Al Sharif did it 
anyway | The Economist.” YouTube, 25 September 2017. Diakses dalam 
https://youtu.be/XAA8LOWEY9Y, (07/05/2019, 00.30 WIB). 
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keprihatinan atas diskriminasi yang dialami perempuan Arab Saudi dalam hal 
mengemudi. Meskipun hanya berupa komentar, dukungan tersebut memberi 
semangat gerakan perempuan di Arab Saudi agar terus berupaya memperjuangkan 
haknya. Dibuktikan dengan upaya berkelanjutan yang dilakukan gerakan 
perempuan tersebut dari tahun ke tahun. 
Selain itu, upaya gerakan perempuan tersebut juga mendapat dukungan 
dari negara-negara lain, mereka menyuarakan kritik terhadap pelanggaran hak 
asasi manusia di Arab Saudi. Teguran tersebut bersifat kolektif yang 
ditandatangani oleh semua negara di Uni Eropa, Islandia, Australia, Kanada, 
Norwegia, Selandia Baru, Liechtenstein, Monako dan Montenegro. Teguran itu 
menyangkut soal penangkapan dan penyiksaan terhadap para aktivis pembela hak-
hak perempuan, salah satunya adalah aktivis perempuan yang menuntut 
pencabutan larangan mengemudi di Arab Saudi.31 
1.6  Metode Penelitian 
1.6.1 Jenis Penelitian  
Untuk memaparkan tentang upaya gerakan perempuan dalam pencabutan 
larangan kebijakan larangan mengemudi di Arab Saudi, maka penulis 
menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Analisa data 
kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif 
berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat 
disusun dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi.32 Penelitian yang 
                                                          
31 Nada Altaher, 2019, Saudi Arabia Criticized over Human Rights by 36 Countries. Diakses 
dalam https://edition.cnn.com/2019/03/07/middleeast/saudi-arabia-criticism-intl/index.html, 
(4/5/2019, 03.29 WIB) 
32 Ulber Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT Refika Aditama. Hal. 339 
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digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif 
menurut Nazir,33 merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok 
manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 
kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah 
untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan 
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang 
diselidiki. Metode deskriptif ini menjelaskan apa saja upaya yang dilakukan 
gerakan perempuan di Arab Saudi dalam menuntut pencabutan kebijakan larangan 
mengemudi dengan menggunakan konsep Civil Society yang menjelaskan gerakan 
perempuan sebagai dorongan dari dalam negara yang mempengaruhi dirubahnya 
kebijakan tersebut. 
1.6.2 Teknik Analisa Data  
Dalam menentukan proses pencarian, penelitian, dan pengolahan data 
yang di gunakan dalam penelitian, penulis menggunakan Teknik Analisa Deduksi. 
Teknik analisa data dengan menggunakan metode deduktif merupakan teknik 
analisa yang dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari keadaan yang umum 
atau penemuan yang khusus dari yang umum. Metode deduksi jugadiartikan 
sebagai proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai 
kesimpulan logis tersetentu. Metode ini akan membuktikan suatu kebenaran baru 
berdasarkan dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya. 
Data merupakan segalanya yang dapat memecahkan masalah peneliti.34 
 
                                                          
33 Mohammad  Nazir, 1988,  Metode Penelitian,  Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 63. 
34 Sutrisno Hadi, 1989, Metode Research, Yogyakarta: Andi Offset, hal. 66. 
 28 
 
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data untuk mendapatkan hasil yang relevan, penulis 
mengumpulkan berbagai data baik sumber primer dengan cara liberary research 
tentang studi pustaka, skripsi, jurnal, working paper, artikel dari berbagai media, 
serta juga riset atau penelitian yang mendukung topik yang dianalisa oleh penulis.  
1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 
a. Batasan Waktu 
Penulis menetapkan batasan waktu dan penelitian dimulai sejak tahun 
2011, karena pada tahun tersebut terdapat gerakan perempuan yang terkenal 
menjadi pelopor gerakan-gerakan perempuan lainnya untuk menyuarakan haknya 
dalam menuntut pencabutan kebijakan larangan mengemudi. Hingga tahun 2018, 
dimana kebijakan larangan mengemudi bagi kaum perempuan di Arab Saudi telah 
dicabut. 
b. Batasan Materi 
Adapun batasan materi dalam penelitian ini yaitu, penulis akan membahas 
mengenai awal terbentuknya kebijakan larangan mengemudi di Arab Saudi, 
kondisi diskriminasi perempuan dalam mengemudi, upaya-upaya yang dilakukan 
gerakan perempuan dalam menuntut pencabutan kebijakan larangan mengemudi, 
serta dicabutnya kebijakan larangan mengemudi bagi kaum perempuan di Arab 
Saudi. 
1.7 Argumen Sementara 
Upaya-upaya gerakan perempuan di Arab Saudi yang meliputi sejumlah 
aktivis perempuan seperti Loujain al-Hathloul, Aziza al-Yousef, Eman al-Nafjan, 
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Nouf Abdelaziz dan Mayaa al-Zahrani, Manal al-Sharif, Wajeha Al-Huwaider, 
Hala Al-Dosani dan lain-lain, telah sesuai dengan peran civil society, yakni 
watchdog, advocate, representative, dan citizenship champion. Keempat peran 
tersebut selaras dengan upaya gerakan perempuan Arab Saudi dalam menuntut 
pencabutan kebijakan larangan mengemudi. Pertama adalah watchdog, yang 
menggambarkan gerakan perempuan sebagai pengamat, pengkritik dan pencari 
informasi terkait kebijakan larangan mengemudi yang dianggap melanggar hak 
perempuan, dilakukan oleh jurnalis, blogger dan aktivis hak asasi perempuan 
dalam bentuk tulisan di blog dan aktikel. Kedua, gerakan perempuan sebagai 
advocate, yakni berupaya melakukan aksi pembelaan terhadap aktivis-aktivis 
gerakan perempuan yang ditangkap setelah melakukan aksi penuntutan perubahan 
kebijakan. Yang ketiga adalah peran gerakan perempuan sebagai representative, 
yakni dengan cara melakukan aksi protes dengan turun ke jalan dan penyebaran 
foto dan video mengemudi melalui media sosial YouTube, Facebook, Twitter dan 
Instagram, untuk menyuarakan suara perempuan Arab Saudi yang tidak terlibat 
dalam aksi protes turun ke jalan atau untuk suara perempuan yang kurang 
terwakili. Yang terakhir adalah peran gerakan perempuan sebagai citizenship 
champion, yakni pengadaan petisi berskala besar yang mendapatkan dukungan 
yang besar dari masyarakat Arab Saudi maupun masyarakat luar negeri. Tujuan 
dari diadakan petisi-petisi tersebut adalah untuk mendorong keterlibatan warga 





1.8 Sistematika Penulisan 
Tabel 1.3 Sistematika Penulisan 
BAB PEMBAHASAN 
BAB I Pendahuluan 
1.1  Latar Belakang 
1.2  Rumusan Masalah 
1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 
    1.3.1 Tujuan Penelitian 
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           2.3.3 Gerakan Women2Drive Dipimpin oleh Manal al-Sharif 
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tahun 2014 
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Nouf Abdulaziz al-Jerawi dan Mayya Al-Zahrani 
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